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BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
bpkp)

Jalan Prof. Dr. Moh. Yamin, S.H., Palu 94234
Telepon dan Faksimile: (0451) 421920, E-mail: sulteng@bpkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan

akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sofyan Antonius
Jabatan - Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Ardan Adiperdana
Jabatan : Kepala BPKP

selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah,
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

_ A\ 2o ORNC Denpasar, 19 Januari 2018
~PALA Pihak Kedua,

Ardan Adiperdana Sofyan Antonius
NIP 19590616 197911 1 001 NIP 19671207 198803 1 002
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Lampiran 1
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAH

Sasaran Program Indikator Kinerja Program
1. |Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan | 1.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan % 60
keuangan negara/korporasi
1.2 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik ] % 0
13 Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik) *) % 0
14 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi % 55
3 15 Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik dari BLUD yang dievaluasi % 55
2 |Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian 21 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di Persidangan % 50
22 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH % 72
23 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K % 65
24 Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K % 75
25 Pesentase Hasil Audit Klaim Yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K % 75
3 |Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan | 3.1 Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan % 75
Nasional
4 |Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintah dan Korporasi dalam | 4.1 Persentase K/L/P/K Yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA) % 52
Pencegahan Korupsi
5 |Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat terhadap 51 Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) Yang % 65
Korupsi Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat
6 |Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda 6.1 Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3 % 100
6.2 Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 2 % 0
6.2 Persentase Pemerintah Kabupaten,/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3 % 54
6.3 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2
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Lamplran 1
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesl Tengah

Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda 7.1 Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3
7.2 Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 2 % 0
7.3 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3 % 69
74 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2 % 31
B |Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
1. |Tersedianya informasi hasil pengawasan 260 PSN di perwakilan 1.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP Perwakilan Laporan . 63
2. |Tersedianya informasi hasil pengawasan siskeudes di perwakilan 21 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes BPKP Perwakilan Laporan 13
3. [Tersedianya informasi hasil pengawasan penerapan SIMDA di 3.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA BPKP Perwakilan Laporan 3
perwakilan
4. |Tersedianya informasi hasil pengawasan 10 prioritas nasional 41 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan Laporan 75
5. |Tersedianya informasi hasil pengawasan Asian Games XVIII 5.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Asian Games BPKP Perwakilan Laporan 0
6. |Tersedianya i.rnférnmsi hasil pembinaan SPIP per;vakilan 6.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan laporan 19
7. |Tersedianya informasi hasil pembinaan kapabilitas APIP perwakilan| 7.1 Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan laporan 34
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Lampiran 1
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah

A |Sasaran Program Indikator Kinerja Program

1. |Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Perwakilan| 1.1 Kepuasan atas Pelayanan Perwakilan BPKP (skala likert 1-10) ] skala 8

B |Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan

1. |Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis 11 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP laporan 1

lainnya dalam mencapai kepuasan layanan

2. |Termanfaatkannya Aset secara optimal 21 Terlaksananya rehabilitasi rumah negara perwakilan BPKP unit 0
2.2 Tersedianya alat pengolahan data BPKP unit 0
2.3 Tersedianya meubelair perwakilan BPKP unit 0
24 Tersedianya Alat Rumah tangga BPKP unit 0
25 Terlaksananya rehabilitasi kantor perwakilan BPKP unit 0
26 Tersedianya sarana prasarana BPKP 3 unit 10
2.7 Terlaksanannya Pembangunan Konstruksi Gedung unit 0

Kegiatan Anggaran
1. Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Rp. 4.376.544.000,00
pembinaan Penyelenggaraan SPIP

2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP Rp. 14.742.511.000,00

3. Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Rp. 866.910.000,00

4. Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Rp. 345.405.000,00 ——

ST VARG, S Jumlah Rp. 20.331.370.000,00 “ARNGAN D40
\ , '\-\ - \Qe:ﬂiasar, 19 Januari 2018
\ e \\ \2\
KEPALA Kepala BPKP, Ke rwakilan,
vy = B

forss -

VB e 1 Ardan Adiperdana ? Sofyan Antonius
—NIP 19590616 197911 1 001 NIP 19671207 198803 1 002

*) bagi perwakilan yang bermitra dengan BUMN
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Lampiran 2
Perjanjlan Kinerja Tahun 2018
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesl Tengah

PERJAN]JIAN KINERJA TRIWULANAN TAHUN 2018
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAH

. |Sasaran Program Indikator Kinerja Program
1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan 1.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan % 0 0 0 60 60
pengelolaan keuangan negara/korporasi
1.2 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik % % 0 0 0 0 0
1.3 Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya % 0 0 1] 0 0
berpredikat minimal A (baik) *)
14 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik % 0 0 0 55 55
dari BUMD yang dievaluasi
15 Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik dari % 0 0 0 55 55
BLUD yang dievaluasi
2 [Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan 21 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang % 0 0 25 50 50
Keinvestigasian dimanfaatkan di Persidangan
2.2 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang ' % 0 0 0 72 72
dimanfaatkan oleh APH
2.3 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang % 0 0 0 65 65
dimanfaatkan oleh K/L/P/K
24 Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang dimanfaatkan % 0 0 0 75 75
oleh K/L/P/K
2.5 Pesentase Hasil Audit Klaim Yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K % 0 0 0 75 75
3 |Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan 3.1 Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan % 1] 0 0 75 75
|Pembangunan Nasional
4 |Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintah dan 4.1 Persentase K/L/P/K Yang Mengimplementasikan FCP % 0 0 25 52 52
Korporasi dalam Pencegahan Korupsi (termasuk FRA)
5 |Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat 5.1 Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti % 0 0 0 65 65
terhadap Korupsi Korupsi (KPAK) Yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan
6 |Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda 6.1 Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3 % 0 100 100 100 100
6.2 Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 2 % 0 0 0 0 0
6.2 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP % 0 23 38 54
Level 3
63 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP % 100 77 62
Level 2
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Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah

Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda 7.1 Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3
7.2 Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 2 % 0 0 0 0 0
7.3 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan % 8 15 38 69 69
Kapabilitas Level 3
74 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan % 69 69 54 31 31
Kapabilitas Level 2
B [Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
1. |Tersedianya informasi hasil pengawasan 260 PSN di 1.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP Perwakilan Laporan 0 18 20 25 63
|perwakilan ;
2. |Tersedianya informasi hasil pengawasan siskeudes di 21 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes BPKP Perwakilan | Laporan 2 6 2 3 13
perwakilan
3. |Tersedianya informasi hasil pengawasan penerapan 3.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA BPKP Perwakilan Laporan 0 2 0 1 3
SIMDA di seluruh perwakilan
4. |Tersedianya informasi hasil pengawasan 10 prioritas 41 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan Laporan 4 17 27 27 75
nasional
5. |Tersedianya informasi hasil pengawasan Asian Games 5.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Asian Games BPKP Laporan 0 0 0 0 0
XVII Perwakilan
6. |Tersedianya informasi hasil pembinaan SPIP perwakilan | 6.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan laporan 0 8 4 7 19
7. |Tersedianya informasi hasil pembinaan kapabilitas APIP | 7.1 Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP laporan 0 1 32 1 34
perwakilan Perwakilan
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Sasaran Program

1. [Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan
Perwakilan BPKP

B |Sasaran Kegiatan

1. [Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas
teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan
2. [Termanfaatkannya Aset secara optimal

Indikator Kinerja Program

1.1 Kepuasan atas Pelayanan Perwakilan BPKP (skala likert 1-10)

Indikator Kinerja Kegiatan

1.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

21 Terlaksananya rehabilitasi rumah negara perwakilan BPKP
22 Tersedianya alat pengolahan data BPKP

23 Tersedianya meubelair perwakilan BPKP

24 Tersedianya Alat Rumah tangga BPKP

25 Terlaksananya rehabilitasi kantor perwakilan BPKP

26 Tersedianya sarana prasarana BPKP

27 Terlaksanannya Pembangunan Konstruksi Gedung

Lampiran 2

Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah

1. [Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP Rp 411.679.000|  1.559.570.000]  1.498.322.000 906.559.000]  4.376.544.000
2. |Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP Rp 3122387.880| 3.802.395.251|  4.252.220.501 3.560.034.668|  14.742.511.000
3. |Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Rp 132.392.000 140.284.000 243.968.000 350.212.000 866.910.000
4. [Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Rp - 345.405.000 - - 345.405.000
s wEVANG, Jumlah Rp 3.666458.880| 5847, = 10.501] 4816805668 20.331.370.000
‘ \%\ ;a“‘:’ e Januari 2018
o KepalaBPKP, &/ \ “Kefalp Pfrwakilan,
(EPALA™] pete)”
— -
% \ 75
" /0" Ardan Adiperdana 3 " Sofyan Antonius
NIP 19590616 197911 1 001 NIP 19671207 198803 1 002

*) bagi perwakilan yang bermitra dengan BUMN
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